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PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOM OR 28 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 50 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 10 TAHUN 2008 
TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 

TIRTA SUKAPURA KABUPATEN TASIKMALAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

Menimbang : a , bahwa dalam rangka menghasilkan Direksi yang handal 
dan berkualitas, sehingga dapat mendorong percepatan 
pencapaian tujuan perusahaan secara efektif dan efesiensi, 
dipandang perlu mengubah dan memperbaiki ketentuan 
dan/atau aturan mengenai Direksi di Perusahaan Daerah Air 
Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya; 

Mengingat 

b , berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya 
ten tang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organ Dan Kepegawaian 
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten 
Tasikmalaya; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 ten tang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2387); 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya 
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4377); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang 
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 
tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air 
Minum; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya 
Nomor 7 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah 
Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya 
sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 1992 dan 
Perubahan Kedua dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2002; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah 
Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 
Nomor 10); 

14. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2008 
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organ Dan 
Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sukapura 
Kabupaten Tasikmalaya; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERU BAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOM OR 50 TAHUN 2008 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG 
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 
TIRTA SUKAPURA KABUPATEN TASIKMALAYA. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 
Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organ Dan Kepegawaian 
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya, yang 
telah diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 
Nomor 50, diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ayat (5) dihapus, 
sehingga Pasal3 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal3 

(1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas. 
(2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat 

pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun. 
(3) Batas Usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama 

kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun. 
(4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur palng 

tinggi 60 (enam puluh) tahun. 
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2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diu bah dan ketentuan ayat(2), ayat (3) dan ayat 
(4) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal4 

(1) Calon Direksi harns memenuhi persyaratan : 
a. mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S 1) ; 
b. mempunyai pengalaman keIja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM 

atau mempunyai pengalaman keIja minimal 15 tahun mengelola 
perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan 
dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya 
dengan penilaian baik ; 

c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri 
yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertiftkat atau ijazah; 

d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM; 
e. bersedia bekeIja penuh waktu; 
f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau 

Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut 
garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; 

g. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Ahli 
yang ditunjuk oleh Bupati. 

h. Tata Cara pengangkatan Direksi adalah sebagai berikut : 
1) Bupati membentuk Tim uji kelayakan dan kepatutan 

pengangkatan Direksi; 
2) Tim menetapkan calon-calon anggota Direksi yang disampaikan 

kepada Dewan Pengawas 
3) Dewan Pengawas mengusulkan calon-calon anggota Direksi 

kepada Bupati. 
i. Tim uji kelayakan dan kepatutan pengangkatan Direksi, beranggotakan 

terdiri dari unsur-unsur Pemerintah daerah Kabupaten Tasilonalaya 
dan Dewan Pengawas PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasilonalaya. 

j. Tim uji kelayakan dan kepatutan pengangkatan Direksi, mempunyai 
tugas dan wewenang sebagai berikut : 
1) Menginventarisir dan meneliti data-data calon anggota Direksi; 
2) Melakukan wawancara dan uji kepatutan dan kelayakan (fit and 

proper test) terhadap calon anggota Direksi; 
3) Menetapkan calon anggota Direksi terpilih dalam bentuk laporan 

kepada Dewan Pengawas untuk diusulkan kepada Bupati; 
4) Memelihara dan menjaga kerahasiaan isi dan atau pelaksanaan 

rapat Tim yang sifatnya rahasia. 
(2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 
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3. Ketentuan Pasal8 diubah, sehingga Pasal8 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal8 

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurnf g terdiri dari 
Laporan Bulanan, Laporan Trlwulan, dan Laporan Tahunan. 

(2) Laporan Bulanan dan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang 
disampaikan kepada Dewan Pengawas. 

(3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 
laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang 
ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan 
kepada Bupati; 

(4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 
paling lambat 120 (seratus dua puluh) hali setelah tahun buku PDAM 
ditutup, untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga 
puluh) hari setelah diterima. 

(5) Direksi .menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media Massa paling 
lambat 15 (lima betas) hari setelah disahkan oleh Bupati. 

(6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani 
Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 
memberikan alasannya secara tertulis. 

4. Ketentuan Pasal 9 f diubah, dan huruf i dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal9 

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
mempunyai wewenang: 
a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan 

Kepegawaian PDAM; 
b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan 

persetujuan Dewan Pengawas; 
c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi; 
d. mewakili POAM di dalam dan di luar pengadilan: 
e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM; 
f. menandatangani Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan 

Tahunan; 
g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik POAM berdasarkan 

persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; 
h. melakukan pmJaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan 

melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala 
Oaerah atas pertimbangan Oewan Pengawas dengan menjaminkan aset 
POAM. 
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Pasa! II 

Peraturan Bupa ti ini mulai berlaku pada tangga! diundangka n . 
Agar setia p orang m engetahuinya, m em erintahka n pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempa tannya da la m Berita Daerah Ka bupa ten Ta sikrna!aya. 

Diunda n gkan di Singaparna 
pa da ta ngga l 10 Nov ember 2015 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA, 

2 0DJR 
NIP. 196 11 2 171983051001 

pka n di Singaparna 

anggal 10 November 2015 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASI KMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 30 


